




Penulisan berjudul Kewenangan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam 
Menetapkan Status PKWT Menjadi PKWTT Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XII/2014, dengan permasalahan Kewenangan 
pegawai pengawas dalam menetapkan status  Perjanjian Kerja Waktu Tertertu jadi 
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertertu dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Upaya hukum 
pekerja apabila pegawai pengawas Ketenagakerjaan tidak mengeluarkan nota 
pemeriksaan untuk menetapkan status Perjanjian Kerja Waktu Tertertu jadi Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Tertertu. Penulisan ini dengan pendekatan perundang-undangan, 
pendekatan konsep dan pendekatan kasus, dari hasil penulisan diperoleh suatu 
jawaban sebagai berikut: Pegawai Pengawas mempunyai wewenang melakukan 
pemeriksaan terhadap perusahaan dari kemungkinan tidak melaksanakan penetapan 
status pekerja dari PKWT menjadi pekerja PKWTT yang terjadi karena melakukan 
pelanggaran dalam pelaksanaan PKWT atau memutus hubungan kerja dari pekerja 
yang terikat dalam PKWT menjadi PKWTT.  Hasil pemeriksaan dari pengawas 
ketenagakerjaan tersebut harus dibuat dalam nota pemeriksaan dan jika tidak 
dilaksanakan dapat meminta pelaksanaan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 
pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan ke Pengadilan 
Negeri melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat, apabila perusahaan 
pemberi pekerjaan telah nyata-nyata tidak mengubah status hubungan kerja 
pekerja/buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Upaya 
hukum pekerja apabila pegawai pengawas Ketenagakerjaan tidak mengeluarkan nota 
pemeriksaan untuk menetapkan status PKWT jadi PKWTT, mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar pengawas ketenagakerjaan sebagai Badan 
atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, 
sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan 
dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap 
telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. Selain itu dapat 
menyelesaikan perselisihan kepentingan dengan penyelesaian secara bipartit, secara 
mediasi, PHI dan melalui kasasi 
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